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Abstrak: Smart Village Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan 

dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala dan belum berdampak secara komprehensif 

karena belum memadainya sarana prasarana pendukung dan kegiatan-kegiatan terstruktur. 

Kemudian, kegiatan-kegiatannya lebih banyak diselenggarakan oleh unsur masyarakat dibandingkan 

dengan pemerintah atau stakeholder lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model 

kolaborasi penta helix pada Smart Village Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, Kota 

Tangerang Selatan dengan menggunakan dimensi lima aktor dalam kolaborasi model penta helix, 

yaitu akademisi, bisnis, komunitas atau masyarakat, pemerintah, dan media. Pendekatan penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

teknik observasi, wawancara dan analisis data sekunder dari kajian literatur dan instansi terkait. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran setiap aktor penta helix dalam mewujudkan smart 

village di Kelurahan Pondok Ranji perlu lebih dioptimalkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 

aktor yang dominan dalam pelaksanaan Smart Village Kelurahan Pondok Ranji adalah aktor 

komunitas atau masyarakat, namun memiliki keterbatasan sumber daya sehingga diperlukan peran 

aktor lain secara spesifik dan sistematis. Upaya-upaya dalam mewujudkan smart village di Kelurahan 

Pondok Ranji tersebut akan optimal apabila menerapkan pemerintahan kolaboratif dengan model 

penta helix. 

Kata Kunci: Smart Village, Penta Helix, Collaborative Governance 

Abstract: The implementation of Smart Village in Pondok Ranji Village, East Ciputat District, South 

Tangerang City has many problems and has not had a comprehensive impact due to inadequate 

infrastructure and structured activities.  Then, more activities are organized by elements of the 

community compared to the government or other stakeholders. This study aims to analyze the penta 

helix collaboration model at Smart Village Pondok Ranji through the five dimensions of the penta 

helix model collaboration actors, namely academics, business, community or society, government, 

and media. This research approach uses descriptive qualitative. Sources of data in this study were 

obtained through observation, interviews and analysis of secondary data from literature reviews and 

related institutions. The research findings show that the role of each penta helix actor in realizing a 

smart village in Pondok Ranji Village needs to be further optimized. Based on the analysis, the 

dominant actors in the implementation of the Pondok Ranji Urban Village Smart Village are 

community actors, but have limited resources so that the role of other actors is needed in a specific 

and systematic. Efforts to realize a smart village in Pondok Ranji Village will be optimal if 

implementing collaborative governance with a penta helix model. 
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I. Pendahuluan 

Pemerintah memerlukan kolaborasi untuk mengimplementasikan program 

penyelenggaraan pembangunan (Johnson et al., 2002). Terutama dalam konteks 

pengembangan konsensus, perspektif bersama, dan komitmen berkelanjutan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi (Margerum, 2008). Hal tersebut untuk 

memecahkan persoalan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan 

permasalahannya sendiri (Lewandowski, 2015). 

Kolaborasi dan kerja sama antar aktor dalam pembangunan multi sektor penting 

dilakukan karena proses, tujuan dan tantangan-tantangan yang dihadapi akan semakin 

kompleks. Salah satunya dalam upaya perwujudan smart village yang merupakan adopsi 

dari konsep smart city, yaitu pengelolaan kota yang baik pada banyak aspek, yaitu 

pemerintahan, perekonomian, mobilitas, sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, 

lingkungan dan kehidupan yang dibangun secara cerdas dan mandiri dengan partisipasi 

masyarakat (Giffinger et al., 2007; Caragliu et al., 2011) dan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaannya (Supangkat et al., 2015). Serupa 

dengan pemahaman smart city, smart village ini memiliki 6 (enam) dimensi, yaitu smart 

people, smart environment, smart economy, smart government, smart mobility dan smart 

living (Cohen, 2012). 

Negara-negara di dunia telah  mengadopsi konsep smart village ini, disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Di Eropa, smart village 

menjadi fokus pembangunan kawasan melalui proyek Toward a Smart Rural Europe 

(TASTE) melakukan pengkajian kebijakan untuk membangun perdesaan di tingkat lokal, 

regional, nasional hingga Eropa (TASTE, 2013). Selain itu, komisi European Network for 

Rural Development (ERND) mengembangkan desa cerdas dan kompetitif (ENRD, 2017). 

Seperti di Denmark berfokus kepada pengembangan lingkungan pedesaan (Svendsen, 2004), 

Skotlandia berfokus pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa 

(Talbot, 2016). Dan di Italia terdapat proyek smart village “Smart Basilcata” sebagai 

inovasi peningkatan partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi 

(Salvia et al., 2016).  

Di wilayah Asia, India yang menjadi salah satu negara pelopor smart village 

dikembangkan untuk penyelesaian permasalahan kemiskinan dan kondisi keterbelakangan 

(Viswanadham, 2014; Shukla, 2016; Fennell et al., 2018), untuk peningkatan teknologi 

pertanian di desa (Aggarwal et al., 2018), dan untuk mengendalikan angka urbanisasi 
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(Srivatsa, 2015). Selain India, Korea Selatan berfokus pada inovasi pelayanan publik bidang 

teknologi informasi (Park & Lee, 2019), dan Malaysia mengembangkan teknologi bagi 

pedesaan untuk pendorong ekonomi dan pendidikan (Azizul et al., 2015; ONE, 2020).  

Di Indonesia, melalui Undang-Undang (UU)  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

mendorong perubahan sosial dan politik di wilayah pedesaan. Desa diharapkan terlibat aktif 

dalam pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinandan 

kesejahteraan masyarakat.  Kebijakan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

38 Tahun 2016 tentang Inovasi Daerah yang mendorong pemerintah daerah melakukan 

inovasi pembangunan perdesaan. Kemudian, lebih lanjut telah dilaksanakan Memorandum 

of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala 

Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia. 

Berdasarkan kesepakatan tersebut Kemenkominfo bersama 100 pemerintah daerah akan 

memfasilitasi program smart city dengan perencanaannya berdasar karakteristik daerah 

masing-masing. Dalam hal ini tentu pengembangan konsep smart village (desa cerdas) 

berkaitan dengan dalam kebijakan-kebijakan inovasi yang dimaksud di atas. 

Beberapa daerah sudah mengembangkan smart village dalam pembangunan 

daerahnya masing-masing. Seperti di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi  mempunyai 

program Smart Kampung dengan pendelegasian pelayanan dasar (pendidikan dan 

kesehatan) ke tingkat desa dan pengembangan potensi desa berbasis IT (Sekarsari & 

Winarno, 2018). Di Kabupaten Malang, berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis 

smart village (Subekti & Damayanti, 2019).  

Penelitian ini mengangkat permasalahan Smart Village di Kelurahan Pondok Ranji, 

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Smart Village Pondok 

Ranji didirikan pada bulan Januari 2017 guna percepatan pembangunan. Peresmian Smart 

Village Pondok Ranji dihadiri Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Cahyo Kumolo; 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Puta Sanjoyo; dan tokoh masyarakat setempat. 

Memaparkan bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan daerah pertama di Indonesia yang 

menerapkan konsep Smart Village dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan 

daerahnya (Basuki, 2017; Kabar Tangsel, 2017). Smart Village Pondok Ranji dicanangkan 

fokus pada 4 (empat) aspek, yaitu Smart People, Smart Environment/Living, Smart 

Governance dan Smart Economy. 
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Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan observasi yang dilakukan, 

dalam pelaksanaannya Smart Village Pondok Ranji terdapat banyak kekurangan, kendala 

dan belum komprehensif. Kendala utama yang fundamental adalah dilaksanakan tanpa 

pemetaan stakeholder yang akan terlibat dalam pengimplementasiannya. Sehingga belum 

ada kesiapan dan keseragaman antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan, masyarakat dan 

stakeholder terkait. Pembentukan Smart Village Pondok Ranji juga tidak didahului oleh 

kajian potensi dan kebutuhan daerah Pondok Ranji.  

Pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya belum mempunyai 

kesepakatan mengenai rencana teknis pelaksanaan Smart Village Pondok Ranji. Setelah 

pembentukan smart village tersebut, tidak diikuti dengan tindak lanjut yang komprehensif 

baik dari pemerintah maupun stakeholder terkait. Sehingga, kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada lingkungan smart village tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai 

aktor utama yang diharapkan dalam penyelenggaraannya. Dalam hal ini peneliti 

berpandangan bahwa, dalam konsep pembangunan smart village yang kompleks tidak bisa 

hanya mengandalkan aktor tunggal terutama masyarakat karena akan mengalami 

keterbatasan sumber daya manusia, anggaran hingga infrastuktur. Oleh karena itu, penelitian 

ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana aktor-aktor terkait dalam melaksnakan 

perannya pada smart village dimaksud. 

Dikarenakan permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan sejauh ini kegiatan-

kegiatan yang dilakukan lebih banyak hanya pemanfaatan Gedung Pusat Smart Village untuk 

kegiatan olahraga, kesenian dan tempat musayawarah. Bentuk inovasi utama pada 

penyelenggaraan smart village hanya pelaksanaan sekolah paket A, B, dan C bekerja sama 

dengan Yayasan Al-Fachry dalam rangka usaha perwujudan smart people dengan pemberian 

layanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah atau kurang mampu. Kegiatan tersebut 

juga terkendala pembiayaan, sarana prasarana, serta tenaga pendidik karena sepenuhnya 

hanya dikelola oleh masyarakat. 

Melalui Smart Village, pengembangan dan pemberdayaan potensi UMKM dalam 

mewujudkan smart economy terkendala kemampuan SDM dan kemampuan anggaran. 

Sehingga langkah yang dilakukan baru pada tahap pemetaan UMKM di Kelurahan Pondok 

Ranji. Padahal potensi UMKM Kelurahan Pondok Ranji secara kuantitas yaitu sebanyak 581 

UMKM yang didominasi oleh jenis usaha sembako sebanyak 23%, kemudian jenis usaha 

makanan dan minuman sebanyak 20%. Apabila dikembangkan, akan menjadi peluang besar 
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bagi Kelurahan Pondok Ranji dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. Namun 

membutuhkan kontribusi dari stakeholder-stakeholder terkait lainnya. 

Persoalan selanjutnya pada infrastruktur dasar, yaitu belum tersedianya akses jaringan 

internet bagi seluruh warga dan perangkat komputer terutama di Gedung Pusat Smart 

Village. Yang sudah terealisasikan baru hanya gedung dan area terbuka pusat kegiatan 

masyarakat. Dalam penyediaan infrastruktur tersebut, masyarakat sebagai pengurus harian 

Smart Village Pondok Ranji tentu tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas yang 

mumpuni untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka dibutuhkan skema 

yang tepat antara Smart Village Pondok Ranji, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui 

dinas teknis terkait, ataupun dari pihak swasta untuk penyelesaian persoalan ini. 

Kemudian pelayanan publik di Kelurahan Pondok Ranji memang sebagian besar sudah 

berbasis online, namun aplikasi yang digunakan masih merupakan mandat dan kebijakan 

dari dinas maupun kementerian. Bukanlah gagasan dan inovasi sistem pelayanan sendiri dari 

Smart Village Pondok Ranji dan juga sama sekali belum saling terintegrasi satu sama 

lain,Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Manajemen 

Perizinan Online (SIMPONIE), Layanan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan – Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-BPHTB), Sistem Pelaporan dan Penugasan 

(SIARAN). 

Meihat indikasi permasalahan yang terjadi, penting dilakukan analisis tentang pola 

pembangunan yang kolaboratif dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor 

untuk mewujudkan smart village di Kelurahan Pondok Ranji. Maka penelitian ini secara 

spesifik membahas tentang proses kolaboratif  dalam mewujudkan smart village di 

Kelurahan Pondok Ranji dengan menggunakan model penta helix. Model kolaboratif penta 

helix melibatkan 5 (lima) aktor, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media. 

 

II. Kajian Pustaka 

Smart Village (Desa Cerdas) 

Seiring konsep smart city bagi wilayah kota, konsep tersebut mulai diaplikasikan 

pada tipe wilayah berbeda. Konsep smart city pada dasarnya dapat dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan masalah pedesaan dengan sudut pandang smart village (desa cerdas) 

(Carrasco-Sáez et al., 2017). Carrasco-Sáez et al berpandangan bahwa seiring dengan 

perkembangan isu-isu pembangunan perdesaan yang semakin mirip dengan perkotaan, maka 

konsep-konsep pembangunan kota seperti smart city penting dicoba penerapannya pada 
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wilayah pedesaan. Terlebih apabila pengadopsian dilakukan dengan optimalisasi TIK akan 

lebih banyak menyelesaikan persoalan-persoalan sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan 

dan budaya (Kitchin, 2015; Visvizi & Lytras, 2018).  

Maka, smart village merupakan seperangkat layanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat pedesaan dan sektor swasta secara efektif dan efisien dengan optimalisasi 

penggunaan TIK, penguatan human investment dan modal sosial masyarakat desa 

(Viswanadham & Vedula, 2010).  Smart village yang dikemukakan oleh Viswanadham 

menaruh perhatian pada urgensi penyediaan layanan publik didasarkan kepada kerangka 

berpikir ekosistem desa cerdas. Hal tersebut dibangun dengan pendekatan integrasi antar 

semua institusi yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, teknologi, produk 

layanan dan mekanisme pemberian layanan tersebut (Viswanadham & Vedula, 2010).  

Pemahaman dimensi smart village serupa dengan pemahaman smart city, smart 

village mempunyai 6 (enam) dimensi, yaitu smart people, smart environment, smart 

economy, smart government, smart mobility dan smart living (Cohen, 2012), dapat disimak 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Cohen, 2012 

Gambar 1. Dimensi Smart City 

 

Collaborative Governance 

Perspektif administrasi publik menggambarkan collaborative governance sebagai 

pola bentuk bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu 

kebijakan/kegiatan untuk mencapai tujuan (Astuti et al., 2020). Bentuk tata kelola 

pemerintahan dengan instansi publik secara langsung berhubungan bersama stakeholder 

non-negara yang berorintasi pada konsensus, deliberatif dan implementasi kebijakan publik 
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(Ansell & Gash, 2008). Lebih luas, collaborative governance dilihat sebagai proses dan 

struktur pengambilan keputusan dan tata kelola yang melibatkan masyarakat secara 

konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan, privat dan sipil untuk 

mencapai tujuan bersama (Emerson et al., 2012).  

Dari penjabaran tersebut, pada intinya kolaborasi dapat diaplikasikan pada sektor 

publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan dan kekurangan 

pemerintah sebagai pemberi layanan publik perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai 

hasil maksimal (Chen, 2010). Hasil maksimal kolaborasi dapat dicapai dengan 

mengutamakan konsep efektivitas, efisiensi, dan keadilan (Bryson et al., 2015). 

 

Model Penta Helix 

Latar belakang lahirnya konsep penta helix dibangun dan pengembangan dari dua 

model sebelumnya, yaitu teori triple helix, kemudian teori quadra helix dengan 4 (empat) 

aktor yaitu pemerintah (government), pengusaha (business), akademisi (academician), 

masyarakat madani (civil society) (Carayannis & Campbell, 2009; Etzkowitz & Leydesdorff, 

1995, 2000; Lindmark et al., 2009; Mulgan, 2006). Kemudian pemangku kepentingan 

konsep penta helix disempurnakan menjadi 5 (lima) yakni media massa (mass media) 

(Calzada, 2016). Seiring berkembangnya pembahasan, model penta helix mulai dikenal 

dengan konsep ABCGM, yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (S 

Halibas et al., 2017). 

Berdasarkan tinjauan teoritis dari berbagai ahli tersebut, pada pembahasan penelitian 

ini dilakukan analisis peran masing-masing aktor penta helix, dapat disimak pada gambar 

berikut: 

 

Sumber: Calzada, 2016; Carayannis & Campbell, 2009; Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; 

Lindmark et al., 2009; Mulgan, 2006; S Halibas et al., 2017 

Gambar 2. Model Penta Helix 
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Kolaborasi dari 5 (lima) pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan 

sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berinteraksi 

secara sinergis (Luh & Dewi, 2019). Model penta helix sangat berguna untuk menyelesaikan 

masalah multi pihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada 

satu lokasi (Lindmark et al., 2009). 

 

III. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis 

model kolaborasi penta helix pada Smart Village Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan 

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer 

dan data sekunder yang dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh (Miles & 

Huberman, 1994) yang disebut model interaktif,  dengan tahapan terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Salah Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai model kolaborasi penta helix 

pada Smart Village Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang 

Selatan, berikut hasil pembahasan lebih lanjut dengan analisis peran masing-masing aktor 

penta helix sesuai yang disajikan pada bagian Kajian Pustaka. Hasil dan pembahasan yang 

peneliti dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

 

Pemerintah 

Pemerintah mempunyai posisi sentral melalui pengembangan dan infrastruktur 

pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dan dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan 

publik dan swasta (Carayannis & Campbell, 2010). Ditinjau dari sisi kebijakan, terdapat 

Masteplan Smart City Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022 dan dikuatkan dengan 

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 134.43/Kep.220-Huk/2017 tentang 

Pembentukan Tim Pelaksana Smart City. Kebijakan tersebut dalam rangka upaya 

perwujudan smart city dengan pengembangan kebijakan, kelembagaan, kompetensi 

perangkat daerah, peningkatan literasi masyrakat, pembangunan infrastruktur, dan 
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penyusunan proses bisnis layanan dan aplikasi. Namun secara spesifik terhadap Smart 

Village Kelurahan Pondok Ranji, aktor pemerintah mulai dari Pemerintah Kota Tangerang 

Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, hingga Kelurahan Pondok Ranji belum mempunyai 

keseragaman pandangan dan perencanaan secara formal dalam pengimplementasiannya.  

 Dari sisi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kecamatan Ciputat Timur dan 

Kelurahan Pondok Ranji ialah pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan usaha 

rumahan (pelatihan pembuatan kue dan pelatihan menjahit) dalam upaya perwujudan smart 

economy bagi masyarakat Pondok Ranji. Kemudian dalam konteks perwujudan smart 

people, pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah atau kurang mampu 

melalui pelaksanaan sekolah paket A, B, dan C, namun pada kegiatan ini pemerintah hanya 

sebagai pengawas dan belum memberikan sumber daya pendukung yang mencukupi.  

Dalam rangka perwujudan smart living, di Kelurahan Pondok Ranji terdapat 

Program Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) yang diprakarsai Dinas Perumahan 

Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan. Tercatat sejak 

tahun 2015 telah dilakukan bedah rumah melalui program tersebut sebanyak 55 unit rumah 

di Kelurahan Pondok Ranji. Akan tetapi sarana prasarana dasar yang disediakan oleh 

pemerintah juga belum terpenuhi, seperti akses jaringan internet gratis terutama di Gedung 

Pusat Smart Village. Saat ini yang sudah terealisasikan hanya gedung dan area terbuka pusat 

kegiatan masyarakat. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran pemerintah pada 

Smart Village Kelurahan Pondok Ranji masih perlu ditingkatkan terutama dalam 

pelaksanaan operasional dan kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan terencana. 

 

Pelaku Bisnis/Usaha 

Pelaku  usaha  atau  pelaku  bisnis  merupakan aktor yang diharapkan  mampu 

menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kelurahan Pondok 

Ranji terutama sektor UMKM dalam rangka mewujudkan smart economy. Berdasarkan 

pendataan oleh bidang smart economy Smart Village Pondok Ranji, terdapat sebanyak 581 

UMKM yang didominasi oleh jenis usaha sembako sebanyak 23%, kemudian jenis usaha 

makanan dan minuman sebanyak 20%.  

Akan tetapi peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian di Kelurahan Pondok 

Ranji masih terkendala karena kurangnya permodalan untuk pengembangan usaha mereka. 

Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari belum maksimalnya kegiatan-kegiatan 

pengembangan ekonomi masyarakat dari Smart Village Pondok Ranji. 
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Pada pelaku usaha dengan skala yang lebih besar, dalam rangka upaya perwujudan 

smart living, sudah memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR). Program bedah 

rumah melalui RUTLH sudah memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan seperti Bank 

BJB, PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA) hingga Lippo Group untuk pendanaannya 

melalui Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Namun, aktor pelaku usaha di sini dalam 

pemberian infrastruktur-infrastruktur yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah dan 

masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pada konsep penta helix sektor usaha 

diharapkan ikut menyediakan layanan infrastruktur tertentu. 

 

Masyarakat/Komunitas 

Peran masyarakat dalam konsep smart village menfokuskan pada kemampuan dan 

kapasitas masyarakat sebagai aktor yang sangat penting. Bentuk kontribusi masyarakat 

tersebut berupa kegiatan yang berbasis pada organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti dari 

masyarakat pengelola harian smart village, Yayasan Al-Fachry, karang taruna, dan Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dilakukan dalam rangka mewujudkan smart village 

di Kelurahan Pondok Ranji. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai aktor 

utama dan sebagai first responder. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran aktor masyarakat pada Smart Village 

Pondok Ranji sudah lebih dominan daripada aktor lain. Masyarakat sebagai pengelola 

operasionalisasi Gedung Pusat Smart Village Pondok Ranji menjalankan berbagai kegiatan 

baik berupa kegiatan rutin maupun atas kepentingan tertentu. Secara swadaya masyarakat 

aktif melaksanakan kegiatan mulai dari kesenian, olahraga, hingga keagamaan.  

Bentuk inovasi utama pada penyelenggaraan smart village yang utama dilakukan 

berupa pelaksanaan sekolah paket A, B, dan C dalam rangka usaha perwujudan smart people 

dengan pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah atau kurang mampu. 

Sekolah paket tersebut merupakan kerja sama antara Smart Village Pondok Ranji dengan 

Yayasan Al-Fachry yang berbasis di Tangerang Selatan. 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) bersama komunitas masyarakat lainnya 

seperti kelompok olahraga dan kesenian berupaya tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung perwujudan smart village di Kelurahan Pondok Ranji. Masyarakat sebagai aktor 

utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan smart village tersebut. Mengenai hal ini, 

tentu konsep pembangunan smart village yang kompleks tidak bisa hanya mengandalkan 
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masyarakat karena akan mengalami keterbatasan sumber daya manusia, anggaran hingga 

infrastuktur. 

 

Akademisi 

Pada prinsipnya aktor akademisi dalam konsep penta-helix memberikan insight dan 

pelaksanaan analisis terhadap data-data faktual di lapangan melalui penelitian, analisis, dan 

pengembangan sumber daya manusia. Bersadarkan penelitian yang dilakukan, Smart Village 

Pondok Ranji belum melibatkan aktor akademisi secara aktif dan belum ada komunisasi 

terhadap aktor akademisi tersebut. Dari sisi kajian akademis yang ditelusuri melalui berbagai 

platform publikasi akademis, juga belum ditemukan artikel ilmiah spesifik yang membahas 

smart village di Kelurahan Pondok Ranji.  

Kurang terlibatnya aktor akademisi ini dikarenakan pemerintah tidak terlalu intensif 

berkoordinasi dan meminta pandangan dari aktor akademisi, baik pada saat perencanaan 

hingga pada saat pelaksanaan Smart Village Pondok Ranji dimaksud. Kemudian aktor 

masyarakat pada dasarnya mengharapkan dukungan dan pembinaan dari aktor akademisi, 

namun masih memiliki keterbatasan kapasitas dan jangkauan koordinasi dengan aktor 

akademisi. 

Saat ini satu-satunya keterlibatan keterlibatan akademisi dalam smart village 

dimaksud hanya pada tenaga pengajar kegiatan Sekolah Paket A, B, dan C yang 

diselenggarakan. Tentu peran tersebut bukanlah suatu kolaborasi secara institusi dan tidak 

secara sistematis, namun hanya secara personal pada individu pengajar tersebut. Pemerintah 

maupun masyarakat belum melakukan upaya untuk menarik peran akademisi dari 

universitas-universitas yang ada di wilayah Tangerang Selatan ke dalam perwujudan smart 

village yang mereka bangun. 

 

Media 

Aktor media diharapkan menjadi penghubung penting antara masyarakat dan 

pemerintah dalam pemecahan masalah terkait Smart Village Kelurahan Pondok Ranji, 

kemudian menyampaiakn informasi penting untuk diketahui masyarakat luas. Di awal 

pembentukan Smart Village Kelurahan Pondok Ranji ini mendapatkan banyak eksposur dari 

media lokal hingga media nasional. Namun, penyampaian informasi maupun promosi 

dimaksud tidak dilakukan secara berkelanjutan baik oleh media konvensional maupun media 

pemerintah daerah setempat. Hal ini menjadikan melemahnya kontrol oleh media dan 
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masyarakat tidak terinformasikan bagaimana perkembangan Smart Village Kelurahan 

Pondok Ranji itu berjalan.  

 

V. Kesimpulan 

Upaya-upaya dalam mewujudkan smart village di Kelurahan Pondok Ranji, 

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan secara kolaboratif dengan model penta 

helix belum optimal dilakukan. Idealnya secara teoritis dan konseptul, setiap aktor dalam 

model tersebut mempunyai peran signifikan sesuai porsi dan posisi masing-masing aktor. 

Namun, aktor yang berperan dominan hanya terdapat pada aktor masyarakat. Selain itu, 

peran aktor-aktor dalam model penta helix dimaksud belum terikat dan terlaksana secara 

merata. Oleh karena itu, dalam usaha penyelesaian masalah yang dihadapi, masyarakat dan 

pemerintah terkait perlu untuk melibatkan banyak aktor di berbagai sektor demi 

maksimalnya dampak Smart Village Kelurahan Pondok Ranji. Penelitian ini belum 

melakukan analisis terhadap beberapa aspek seperti pemetaan list aktor pada setiap helix, 

keterkaitan antara aktor-aktor penta helix,  hingga evaluasi pelaksanaan Smart Village yang 

menarik dan perlu diteliti lebih lanjut. 
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